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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah sebagai
regulator, fasilitator, dan motivator dalam mengenda]tkan inflasi di Kabupaten
Takalar. Adapun informan dalam penelitian ini begmnlah 4 orang. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian kualitatif der ]enis metode deskriptif kualitatif

Teknik pengumpulan data terdiri dari cara dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa - j regulator telah
melakukan berbagai Tindakan' dz ebljakan tersebut seperti,
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ABSTRACT

This study purposed to find out the role of the government as a regulator, facilitator,
and motivator in controlling inflation in Takalar Regency. The informants in this
study amounted to 4 peaple. This study used a qualitative research type with a
q‘uaﬁrarwe de.scriprwe method. Data collection techniques consisted of observation,
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Budiono, (2012), Secara teori ada banyak faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dari sisi fiskal maupun moneter.
Jika dilihat dari sektor moneter, Bank Sentral Republik Indonesia selaku
pemegang otoritas moneter di Indonesia memiliki andil yang besar dalam
penetuan kebijakan — kebijakan moneter yang akan diimplementasikan.
Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan

ekonomi makro.




Kebijakan moneter tersebut merupakan kebijakan bank sentral atau
otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter, seperti jumlah

uang beredar, uang primer, dan kredit perbankan, serta suku bunga untuk
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yang berbunyi | melakukan
koordinasi dengan Tim pengendalian inflasi pusat dan melakukan langkah —
langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan
pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Tim Pengendalian Inflasi
Daerah yang meningkatkan sistem kebijakan pemerintah daerah Kabupaten
Takalar mengenai tata kelola keuangan guna pengendalian Inflasi di kabupaten
tersebut.




Dalam hal fasilitator pemerintah Kabupaten Takalar merupakan fasilitator
yang menciptakan hal yang kondusif bagi beberapa pelakasanaan diantaranya

pengendalian inflasi. Peran ini sangat penting dalam hal pengendalian inflasi

/ B , daerah harus memberikan

vang terjadi di Kabupaten Takalar. N
bimbingan teknis dan non te
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satu indikator stabilitas ckonomi makro kerap kali menjadi pusat perhatian bagi
para pengamat ekonomi secara khusus dan masyarakat secara umum.

Turun naiknya angka inflasi setidaknya menjadi cerminan gejolak
perekonomian di suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi tentu menjadi hal yang
sangat merugikan bagi perckonomian suatu negara. Berbagai penelitian
membuktikan bahwa di negara-negara dumia ketiga, keadaan ekonomi yang

buruk dan cenderung kurang menguntungkan telah memacu tingkat inflasi yang




tinggi, yang pada gilirannya akan menjadi malapetaka bagi masyarakat terutama
bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Orang menjadi tidak bersemangat

kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga

khususnya Indonesia. Inflasi adalah penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan,
karena dampak yang ditimbulkan pada perekonomian bisa berakibat pada
ketidakstabilan, partumbuhan ekonomi yang lambat serta pengangguran yang
tinggi.

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku
masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspekiasi angka inflasi
dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih




cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku
pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat
menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan

Dampak negatif inflasi di pasaran, produsen cenderung memanfaatkan
kesempatan Kkenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara
mempermainkan harga pasar, sehingga harga akan terus meningkat. Bila harga
barang secara umum naik secara terus-menerus, maka masyarakat akan panik,
sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat
vang berlebihan uang kemudian memborong barang. sementara yang
kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap




segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat dari kepanikan
tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna untuk

membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank

.....

harganya semakin tinggi masalah (prestise).

Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha
bertambah. Kesempatan kerja akan bertambah, karena terjadi tambahan investasi
hal ini terjadi karena perusahaan memproduksi dan mengedarkan barang lebih
banyak. Masyarakat juga akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi
akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan dan
kesadaran untuk menabung masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan




lebih menghargai uang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Iwan
Satibi, (2012),

Untuk mengendalikan inflasi, peran pemerintah merupakan kunci dalam

maupun swasta, Arsyad. (2019).

Seperti halnva Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten
Takalar yang melakukan beberapa pelatihan dalam hal pengendalian inflasi yang
Jumlah pesertanya 40 orang dari berbagai instansi yang terkait. Pengendalian
inflasi ini dikarenakan ketersediaan stok pangan yang harus meningkatkan
produksi pertanian di daerah Kabupaten Takalar khususnva kebutuhan akan




pangan dan hasil pertanian masyarakat yang akan didistribusikan dari sentra
produksi pasar schingga pendapatan petani bertambah namun stabilitas harga

harus  dijaga  serta  kebutuhan  masyarakat  harus  terpenuhi.
http://humassetda.takalarkab. go.id/indéx phpicor k2/item/1597-sekda-
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B. Rumusan ¥

Dari uraian latar

1. Bﬁgmmm}(&h peran peme mtakh
inflasi di Kabupaten Takalar?

sebagai regulator, dalam mengendalikan

2. Bagaimanakah peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mengendalikan
inflasi di Kabupaten Takalar?

3. Bagaimanakah peran pemerintah sebagai motivator dalam mengendalikan
inflasi di Kabupaten Takalar?




C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

yang sama di masa yang akan datang.




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

huying secara serempak, Kestabilan harga sebagai resultan dari berbagai

usaha vang telah dilakukan secara sinergis dan harmonis oleh pemerintah
dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi Kemendag dengan Bulog,
Kepolisian RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga

lain memiliki peran yang penting. Tidak hanya menjaga stabilisasi harga,

Operasi Pasar Murni (OPM) juga bertujuan untuk menjaga pasokan barang
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komoditas disetiap pasar apabila terjadi pergerakan harga yang terjadi baik
seperti adanya inflasi atau memasukan hari-hari besar di Indonesia vang

mengakibatkan harga disetiap pasar melonjak dengan cepat. Selain itu,

Inflasi Di Kota Palangka Raya, Berdasarkan karaktenistik inflasi vang

masth rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang
rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama koordinasi lintas
inflasi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan
dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi
yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung

kesejahteraan masyarakat. Inflasi adalah suatu kondisi atau keadaan
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terjadinya kenaikan harga untuk semua barang secara terus-menerus yang
berlaku pada suatu perekonomian tertentu.25 Apabila terjadi kenaikan

harga pada satu atau dua jenis barang, belum atau tidak dapat dikatakan

tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja tim pengendalian inflasi
daerah, khusus dikota Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, dimana menggunakan metode wawancara dan observasi dengan
pihak-pihak terkait.

3. Ayu Anastavia (2018), Dengan judul: Pengaruh Inflasi Terhadap

Kestabilan Dan Eksistensi Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus Usaha
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Keripik Pisang Tunas Kota Metro). Inflasi merupakan fenomena ekonomi
yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkitan dengan dampaknya

yang luas terhadap makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi,

keseimbangan ekternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi

S

-

B. Konsep peran Pemerintah
1. Definisi peran
Definisi peran menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia™ (2012)
diartikan sebagai pemain sandiwara (film), pelawak pada permainan
makyong, perangkat tingkah vyang dimiliki oleh seseorang yang
berkedudukan di masyarakat.
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Menurut  Soejono, (2012), menjelaskan pengertian peranan
merupakan aspek dinamis kedudukan (starus). Apabila seseorang

melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

miliki. Keaktifan imi sendin dapat diukur dengan melalui bentuk
kehadiran.

b) Peran Partisipasif yaitu sebuah peran yang dilakukan hanya berdasar
pada jangka waktu tertentu. Definisi ini sangat berlawanan sekali dengan
peran aktif, karena biasanya kondisi peran partisipasif dapat dilakukan
dengan wacana objek bukan sebuah subjek.
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c) Peran Pasif yaitu peran yang tidak dilakukan dan mengindikasikan

bahwa peran yang digunakan sebagai sebuah simbol terhadap keadaan
tertentu ada di dalam suatu kehidupan masyarakat Jenis atau

harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung
agar organisasi vang dikelolahnya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh
Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut
dari peranan antar pribadi ini.

b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (/nformational Role), peranan

interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi vang unik dalam hal
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mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang
peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini,
c. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan

harus terlibat dalam suatu proses pe

"

teg! di dalam organisasi yang

agian besar tugas atasan

-
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tempat seorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini yaitu merupakan

rangkaian sebuah peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam hal
kehidupan bermasyarakat.

b. Peranan merupakan sebuah konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh
sebuah individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¢. Peranan dapat pula dikatakan sebagai sebuah perilaku individu tertentu
yang sangat penting terhadap struktur sosial dalam masvarakat. Sejumlah
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peran sering disebut sebagai perangkat peran (role-ser). Dengan demikian
perangkat peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan vang
berdasarkan peran yang dimilliki oleh seseorang karena telah menduduki

sebuah status-status sosial khusus

yang harus dilakukan oleh sebuah individu dalam masyarakat terhadap
seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi sebuah struktur
sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, kata dasar pemerintahan adalah perintah,
memiliki empat unsur vaitu, ada dua pihak vang terkandung, kedua pihak

tersebut saling memiliki hubungan, pihak vang memerintah memiliki
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wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan, sehingga antara pihak
yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun

horizontal.

berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan
efektif’ kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan
melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
c. Pemenintah sebagai fasilitator
Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah
bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan




19

peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang
pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

C. Inflasi

Sesuai dengan pernyataan dari Mankiw N. Gregory, Euston Quah dan
Peter Wilson (2012) inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan
Inflasi tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan
terjadinya inflasi di suatu negara. Beberapa sebab vang dapat menimbulkan
inflasi antara lain pemenntah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber

ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan
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oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku berbagai golongan
dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih
besar daripada kenaikan produktifitas mereka

Ny

yang paling banyak digunakan ialah indek harga konsumen (IHK) yang juga

dikenal dengan consumer price index (CPI).
2. Penyebab Terjadinya Inflasi
Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal jika didasarkan pada sebab-
sebab awalnya. Pertama, inflasi yang timbul dikarenakan permintaan
‘masyarakat yang kuat. kenaikan harga produk akhir mendahului kenaikan
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harga input yang disebut dengan demand pull inflation. Kedua, inflasi vang
timbul karena kenaikan ongkos produksi, sebaliknya dari demand pull
inflation, harga input mendahului }

/g«q\)\\\

////'um‘\\\§

langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang
yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, secara tidak langsung
menaikan indeks harga melalu kenaikan ongkos produksi (yang akan diikuti
kenaikan harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah
atau mesin-mesin vang harus diimpor feost inflation); dan secara tidak
langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada
kemungkinan (tetapi tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang
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impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/ swasta yang
berusaha mengimbangi kenaikan impor tersebut (demand inflation).
Latumaerissa (2011),

3. Indikator Inflasi

' /rl‘%:ya\\\\‘\
A
~ 9% &

perdangan besar (IHPB) melihat isflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu
IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (producer price
index) THPB menunjukan tingkat harga yang diterima produsen pada
berbagai tingkat produksi.
c. indeks harga implicit (GNP Deflator)
indeks harga implisit adalah suatu indeks vang merupakan

perbandingan atoratio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan
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100. GNP Riil adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan dalam

perekonomian, yangdiperoleh Ketika output dinilai dengan menggunakan

tahun dasar.

kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal
di kisaran 4-5 persen. Peran pemerintah Kabupaten Takalar ini dilakukan melalui
empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan
Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Arsyad (2019),

Di dalam sebuah pemerintahan untuk mengendalikan inflasi, perlu adanya
peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan motivator.
Bagan kerangka pikir sebagai berikut:




Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi
di Kabupaten Takalar

AW
g

F. Deskripsi Fokus Penelitian
1. Regulator

Regulator adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam

merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan

. falisi inflasi yang ada di Kabupaten Takal tara lain yaitu:




a. Pemerintah daerah sebagai pembuat peraturan dan merupakan dasar

regulasinya sesuai SK Bupati NO. 395/Thn

b. 2020 dalam hal mengendalikan inflasi yang terjadi di Kabupaten Takalar.

g i

Kabupaten Takalar tersebut antara lain:

a. Pelatihan adalah cara yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Takalar
untuk mengendalikan inflasi vang terjadi di Kabupaten tersebut.

b. Pendanaan merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
Kabupaten Takalar untuk melatih SDM dan melengkapi fasilitas demi
melakukan pelatihan kepada tim TPID dalam hal pengendalian inflasi.
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3. Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator adalah menggerakkan partisipasi




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
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daerah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.

2. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini menggunakan tipe studi kasus vaitu untuk
memberikan gambaran kasus tentang bagaimana peran pemerintah
Kabupaten Takalar selama ini dalam mengendalikan inflasi yang

terjadi,

27
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C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan observasi

> %
| T T DN‘
L---:—- ._./\_

2 Mustari, S.Sos, M.Si Ms perindustrian dan

Kepala Sub Bagian
3 Hasyim Hm Perekonomian Sekretariat

Kabupaten Takalar
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E. Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan bagi peneliti, maka
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

W cepoone
o,
g - "',’ o
1§ il i~ | cn
- o® N
_— e
i Uk
v
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ilmiah dan laporan BPS (Badan Pusat Statistik),

F. Teknik Analisis Data
Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dimana data
yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.
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a. Reduksi Data (Dara Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal vang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

verifikasi. Kesimpulan dalam peneliitian kualitatif merupakan hasil

penemuan baru yang sebelumnya sudah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai bagaimna peran

pemerintah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.

G. Keabsahan Data
Salah satu cara sangat penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil

penelitian yaitu dengan melakukan triangulasi. Teknik pengumpulan data

|
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triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya
menggabungkan dari berbagai cara pengumpulan data atau sumber data yang
‘sudah ada. Triangulasi terbagi atas tiga yaitu:

|. Triangulasi Sumber

Vs
.{.’-— \ ‘. d1l
embandingkan yang di

R M’//4///

S s E e ‘ot
o~ ?::..’// ‘_:/ {

kreadibilitas data terscbut, memperoleh data yang berbeda, maka peneliti

harus melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau

mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih

e
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b. Sebelah Selatan dengan Laut Flores
c¢. Sebelah Barat dengan Selat Makassar

d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa
‘Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-
masing:

1) Kecamatan Manggarabombang

2) Kecamatan Mappakasunggu




3) Kecamatan Polombangkeng Selatan
4) Kecamatan Polombangkeng Utara
5) Kecamatan Galesong Selatan

6) Kecamatan Galesong Utara
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Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong

Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai

wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih

pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan
regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan
Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

e
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2. Keadaan Topografi
Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan
perbukitan, Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan
kemiringan 0-3 derajat sedang k anruang bervariasi antara 0-25 m,

: //"l:]‘i“‘\\




36

Tabel 2. Daftar Kecamatan di Kabupaten Takalar

Kode Jumlah | Jumlah
Kecamatan Status
Kemendagri Kelurahan | Desa
73.05.09 | Galesong 14 Desa
73.05.05

\
ot

Table di atas menunjukkan bahwa di kabupaten takalar berdasarkan data

tahun 2020 memilki 10 kecamatan dan di antaranya memiliki 24 kelurahan
dan 76 desa.
4, Dinas dinas Daerah
Dinas daerah di pimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan sebagai
unsur pelaksana otonomi daerah vang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada bupati melalui sekretaris daerah.
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Organisasi dan tata kerja dinas di lingkup pemerintah kabupaten takalar
terdiri atas:
a. Dinas pekerjaan umum.
b. Dinas pendapatan daerah.
c. Dinas sosial.
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pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai

tindak lanjut Peraturan daerah di PekanbaruNomor 7 tahun 2001, Telah
dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di Lingkungan
Pemerintahan di Kabupaten Talakar. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan
Bupati Kabupaten Takalar Nomor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas
dinas-dinas di Lingkungan Pemerintahan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya
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lentang kedudukan, tugas, Fungsi dan susunan organisasi serta keadaan
pegawai dapat dilibat pada uraian berikut ini.
6. Struktur organisasi
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Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Takalar
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Keterangan struktur organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan:
1. Kepala Dinas

mempunyai  tugas pokok memimpin, mengatur membina

mengendalikan, mengkondisikar N ertanggungjawabkan kebijakan

it dn

dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

b. Penctapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu

¢. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas

N
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d. Penctapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
¢. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

n. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja
/instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan
Kesekresarista

. Kepala sub bagian umum dan kepegewaian

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat
menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan,
pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan
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laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis
jabatan, administrasi,

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
Melaksanakan urusan ketatalaksai

i. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan
serta alat tulis kantor;

j. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

k. Menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan asset pemerintah,

I. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan yang
meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta

laporan keuangan
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m. Melaksanakan penviapan dan melakukan pengelolaan administrasi
keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor
4. Kepala sub bagian keuangan

g. Mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai

dengan kewenangan;

h. Mengoreksi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan untuk
mencapai hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;

1. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian, dan para
Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKAD serta dengan instansi terkait

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala sub bagian keuangan;

R
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J. Membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan acuan untuk
perumusan kebijakan mendatang;

k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi

evaluasi dan pelaporan.

Adapun fungsinya adalah sebagai beikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

b. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja
(RENJA) dari masing-masing bidang pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan;

V. . =
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¢. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam bidang Dinas

nenyusunan RPJPD, RPIMD

Bupati pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan
i. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan sebagai pertanggungjawabana kepada Bupati;

J. mengumpulkan, menyusun dan mengolah Laporan Evaluasi Rencana

k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil

kegiatan masing-masing bidang

b

‘ Kerja pertriwulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
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I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya mencari alternatif pemecahannya
m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-

a. Penyusun kebijakan tekniksi bidang perdagangan.

b. Menyelengaraan kebijakan admitrasi umum.

c. Pembinaan pengkordinasi pengendalian pengawasan, program dan
kegiatan seksi dan pejabatnon struktur dalam lingkup Bidang

d. Penyelengara evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur
dalam lingkup Bidang perdagangan.
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e. Pelaksanaan fugsi lain yang diberikan oleh pemimpin baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksana tugas.
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Kepala Seksi ckspor dan impor
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Perdagangan Regional dan Luar Negeri dalam lingkup ekspor impor.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut.
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‘. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup ekspor impor
b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup ekspor impor
¢. Pelaksanaan kebijakan lingkup ekspor impor

operasional dalam bidang Pengembangan dan Penataan Pasar

d. merencanakan  kegiatan dan  menyusun  rencana  penataan
dan pengembangan pasar, pengadaan sarana, perbaikan, perawatan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan UKL/UPL
lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan dengan instansi terkait

| S
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f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP
urusan Kebersihan Pasar
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mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan teknis bidang Sarana dan Prasarana
industri
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan bidang sarana dan prasarana

industri;
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b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan
pengendalian bidang sarana dan prasarana industri;
c. Pelaksanaan pembinaan bidang bina industri yang meliputi bina usaha

b. Mengelola dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan

¢. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan usaha
/lembaga miaga dan sarana perdagangan

d. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
peningkatan menggunakan produk dalam negeri

e. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan system informasi perdagangan
dan penyusunaan potensi usaha di sector perdagangan,
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f. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi terhadap alur distribusi,
stok, pemantauan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainya;
g Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha
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13, Kasi ESDM
‘Mempunyai tugas pokok melaksanakan konsultasi dan koordinasi
dengan unsur lingkup dinas, swasta, dan instansi terkait lainnya dalam
rangka pengembangan dan pengawasan iklim usaha perdagangan.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
a, Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya
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b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang iklim usaha
dan ESDM

h. Mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye pencitraan

produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)

i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur lingkup dinas,

pengawasan iklim usaha perdagangan
j. Mlaksanakan penyuluhan dan pemantauan terhadap iklim usaha

| S
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k. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dunia
perdagangan

1. Pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan

gas bumi bersama

m, Pemberian  rekoj
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kewenangan provinsi, dan izin Pendirian Depot Lokal,

q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 dan Lindung Lingkungan
di sektor migas

r. Pengusulan pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran
tugas di sektor migas

s. Pembantuan proses pengusulan dalam rangka penetapan peraturan di

bidang migas
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t. Pemberian persetujuan Surat Keterangan Terdaftar untuk Perusahaan

Jasa Penunjang sektor migasembuat laporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi

u Melaks&nakan-sist_em_ wengen

pengendalian bidang sarana dan prasarana industri

¢. Pelaksanaan pembinaan bidang bina industri yang meliputi bina usaha
dan kelembagaan, sarana dan permodalan, serta standarisasi dan desain;

d. Peningkatan fasilitasi kerjasama, perijinan. pengembangan teknologi
industri serta pengembangan sentra dan kawasan industri;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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7. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan perdagangan

a. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri
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pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.
8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan
a. Tujuan
Misi Disperindag di implementasikan dalam bentuk jangka
menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-

perbaikan yang ingin dicapai. Pencapain dilakukan dengan membuat skala

prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas

%__—‘
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Disperindag Kabupaten Takalar. Adapun tujuan yang telah ditetapkan
tersebut adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang
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menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran
merupakan target kualitatif dari Disperindag Kabupaten Takalar sehingga
pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang sifatnya lebih
konkrit dan riil daripada tujuan. Sasaran Dinas perindustrian dan

Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain:
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1) Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan
dan undang-undang yang berlaku.

2) Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan ramah
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tapi mendorong inflasi turun.

pesatnya peningkatan jumlah TPID yang terbentuk menunjukkan besarnya
perhatian, kesadaran, kepedulian dan komitmen para Kepala Daerah terhadap
pentingnya mewujudkan stabilitas harga di daerah. Mengingat peranannya yang
sangat strategis, TPl dan TPID ini perlu terus diperkuat dalam aspek
kelembagaan maupun koordinasinya dan menjadi semakin penting mengingat
peranan inflasi daerah terhadap pembentukan inflasi nasional yang cukup besar.
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Di samping itu, mengingat penyumbang inflasi di tiap daerah cukup unik
maka perlu penanganan yang khusus disesuaikan dengan kondisi kedaerahan

masing-masing. Agar fungsinya lebih nyata, TPl dan TPID tidak lagi cukup
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Maret 2019

April 2019
Mei 2019 4.33% Mei 2020 3.23%
Tuni 2019 437% Juni 2020 3.12%
Juli 2019 3,88% Juli 2020 3,18%
Agustus 2019 3.82% Agustus 2020 3,20%
September 2019 3,72% September 2020 2.88%
Oktober 2019 3,58% Oktober 2020 3,16%
November 2019 3.30% November 2020 3.23%
Desember 2019 3,61% Desember 2020 3,13%

Sumber: BPS kabupaten takalar
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Pada awal tahun 2019, tepatnya bulan januari tingkat inflasi diawali
dengan persentase yang tidak terlalu tinggi yakni 3,49%. Kemudian mengalami

kenaikan pada bulan februari menjadi 3,83%. Dan kemudian mengalami
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motivator. Adapun pemha!msan secara rinci mengenai hal tersebut di uraikan

secara berikut:

. Regulator
Regulator adalah Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
merumuskan aturan aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan

pengendalian inflasi. Pengendalian yang memerlukan dukungan regulast
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yang baik pula. Hubungan antara regulasi dengan pengendalian adalah dalam
mengendalikan inflasi perlu adanya regulasi agar baik.

Regulasi adalah suatu peraturan yang di buat untuk menegendalikan

suatu kelompok, Lembaga/organisa ygmkai demi mencapai tujuan
tertentu dalam kehidupa

n Bersa at, dan bersosialisai. Contoh
indikator regulator: ;/ S i‘WU H \' 1
s Mihiay,
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perindustrian dan perdagangan, mengatakan:
“kami telah menjalankan kebijakan yg telah di tetapkan untuk memperkuat
logistik, kemudian melakukan koordinasi dengan tim pengendali provinsi dan
pusat untuk mendapatkan data dan informasi perkembangan harga barang

kebutuhan pokok dan jasa.™
(Hasil wawancara BS Kamis 28 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan

indikator regulator dapat dipahami bahwa pada pelaksanaan kebijakan
tersebut pemerintah telah melakukan beberapa Tindakan dalam upaya
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memperkuat logistik dan mealukan koordinasi untuk mengetehui harga
barang dan jasa yang ada di pasaran.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

difasilitasi untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Contoh indikator
Fasilitator: menyediakan sembako murah.

Berdasarkan indikator di atas peniliti kemudian mewawancarai Kepala
Sub Bagian Perckonomian Sekretarniat Daerah Kabupaten Takalar,
mengatakan:

“kami telah memfasilitasi terutama kepada masyarakat yang kurang mampu
‘berupa penjualan sembako murah, agar dapat membantu kebutuhan sehari
hari terhadap barang yang di beli”. (hasil wawancara HM senin | Januari
2021).
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Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan

indikator fasilitator dapat di pahami bahwa tujuan pemerintah dalam

memberikan fasilitas seperti harga sembako murah agar daya saing beli

Fasilitator ini bahwa fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah ini
sudah sangat membantu namun, dalam pelaksanaannya masih belum cukup
maksimal di karenakan masih ada beberapa yang belum mendapatkan
sembako murah tersebut padahal mercka juga tergolong masyarakat yang
kurang mampu. Untuk kedepannya perlu adanya pengawasan lebih dari pihak
terkait agar penyaluran sembako murah ini tepat saran.
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3. Motivator
Motivaror, adalah profesi penggerak partisipasi yang menyebabkan

timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Pemberian

lin P a s ‘
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Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, mengatakan bahwa,

“kami telah mngusahakan untuk menggerakkan partisipasi bagi para pelaku
ckonomi jika terjadi kendala kendala dalam proses pengendalian
perekonomian di Kabupaten takalar dengan melakukan bimbingan dan
pelatihan, terkhusus kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Pelatihan ini
bertujuan untuk memberikan orientasi dalam hal mengendalikan inflasi yang
ada di kabuaten takalar™. (hasil wawancara HM Senin 1 Januari 2021).

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

Motivator ini bahwa dalam proses pemberian motivasi kepada para pelaku
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ekonomi pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk
memberikan orientasi tugas kepada TPID dalam hal pengendalian inflasi, dan

pemerintah siap memberikan penghargaan berupa pemberian piagam dan

C. Pembahasap

tersebut seperti, melakukan upaya untuk memperkuat logistik, melakukan

koordinasi dengan tim pengendali inflasi provinsi dan pusat dalam rangka
penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian, dan melakukan
pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan
pokok dan jasa.

2. Fasilitator




Sebagai Fasilitator, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat berupa

harga sembako murah dan ini sangat membantu masyarakat yang kurang
mampu namun, dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal di
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. Fasilitator

Sebagai Fasilitator, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat berupa
harga sembako murah dan ini sangat membantu masyarakat yang kurang
mampu namun, dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal di
karenakan masih ada beberapa yang belum mendapatkan sembako murah

tersebut padahal mereka juga tergolong masyarakat yang kurang mampu.
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Untuk kedepannya perlu adanya pengawasan lebih dari pihak terkait agar

penyaluran sembako murah ini tepat saran.
. Motivator

menekan kenaikan harganya.

. Seharusnya dalam memfasilitasi masyarakat yang daya belinya berada pada
tingkat vang rendah perlu adanya pengawasan dalam menyalurkan sembako
. Stakeholder dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Takalar
secharusnya lebih meningkatkan kerja samanya agar dalam menjalankan
tugasnya dapat maksimal.
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d. Pemerintah sebaiknya lebih sering mengadakan pelatihan dan bimbingan
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